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ABSTRAK

skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan
bagaimana praktik sewa-menyewa lapak antara pihak pengelola dengan pihak pedagang
yang berada di Jalan Wisata Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya Kec. Gayungan
Kota Surabaya dan bagaimana kajian akad 7jarah dan terhadap praktik sewa-menyewa lapak
di Jalan Wisata Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya.

Data penelitian ini dilakukan melalui observasi dan wawancara dan selanjutnya
dianalis oleh penulis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pola pokir induktif yaitu
teknik analisa data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yangbersifat umum yang
berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-menyewa Lapak di Jalan Wisata
Menanggal.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pertama dalam kerjasama sewa-menyewa
yang dilakukan oleh pengelola dengan pedagang tidak adanya kesepakatan tertulis melainkan
hanya kesepakatan lisan, dan dalam akad di awal pengelola tidak menjelaskan adanya
pemindahan lapak yang dilakukan oleh pengelola saat pedagang sudah memenuhi kewajiban
membayar sewa lapak. Sedangkan pihak pengelola pasar memindahkan lapak pedagang
tersebut di pertengahan masa sewa ke blok lain dengan catatan membayar sewa lagi, karena ke
blok lainnya dengan pengelola yang berbeda, hal tersebut jelas sangat merugikan pihak
pertama selaku pedagang. Kedua, menurut Hukum Islam praktik kerjasama yang tidak sesuai
dengan kesepakatan di awal baik dari segi masa sewa begitupun dengan berakhirnya sewa-
menyewa secara sepihak dan dapat merugikan salah satu pihak dapat disimpulkan bahwa
perjanjian yang dilakukan dapat dikatakan batal atau tidak sah, karena dalam pelaksanaan
perjanjian si pengelola pasar atau pihak yang menyewakan telah menyewakan lapak ke
pihak ketiga dengan alasan harga sewa yang ditawarkan oleh pihak ketiga lebih tinggi dan
itu tanpa sepengetahuan dari pihak pertama. Aktivitas sewa-menyewa tersebut terjadi di
Jalan Wisata Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya ini persis di pinggir jalan raya
Wisata Menanggal.

Adapun saran untuk pengelola agar memperjelas prosedur penyewaan lapak saat
pertama kali akad dilakukan sehingga tidak akan ada pihak yang dirugikan dan sewa-
menyewa dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Dalam hukum Islami, /jarah adalah kontrak (Akad) dari hak pemanfaatan

yang dikenal dan diajukan untuk aset tertentu selama periode waktu tertentu
dengan imbalan tertentu dan sah ganjaran bagi jasa atau keuntungan untuk
manfaat yang diajukan dan yang akan diambil, atau untuk upaya atau hasil kerja
yang diajukan yang akan dikeluarkan. Ada pula menurut fuqaha, /jarah adalah
penjualan hak pemanfaatan (dan bukan ‘Ain atau barang pemenuh kebutuhan
badani) suatu komoditas untuk ditukarkan dengan Ujrah, Upah, atau Sewa serta
mencakup rumah, toko, binatang, tanggungan/pekerjaan, perhiasan, pakaian dan
sebagainya.! Manusia sebagai mahkluk sosial merupakan fitrah yang telah
ditetapkan Allah SWT. Bagi mereka satu hal yang paling mendasar dalam
memenuhi kebutuhan seseorag manusia adalah dengan melakukan interaksi sosial

dengan manusia lainnya. Seperti Firman Allah pada surah Al-Hujarat ayat ke 13:

S e (SaST 0 I55led JL3g Lyt (Silamy g S5 or (Sl B1 W Ll
2 ke ) O

“artinya : wahai manusia sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seoang laki-
laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu bebangsa-bangsa dan
bersuku-suku agar kamu saling mengenl. Sungguh, yang palig mulia diantara kamu
di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui,
Mabhateliti.””

' Muhammad Ayub, understanding Islamic finance A-Z keuangan syariah (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Utama,2009), 427&428.
* Departement Agama RI, A/-Quran Bayan, (Bandung: Al-Quran Terkemuka, 2010), 157.
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Maka itu, manusia tidak dapat terlepas dari tidak melakukan interaksi dengan
orang lain. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia salah satunya dengan
bermuamalah.

Sewa-menyewa artinya upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan
sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas.’Sewa-menyewa
dalam bahasa Arab disebut Jjarah, menurut hukum Islam sewa-menyewa itu
diartikan suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan
penggantian.*Sewa-menyewa juga dapat diartikan suatu akad atas manfaat dengan
imbalan.’Sewa-menyewa sah dilaksanakan jika telah memenuhi rukun dan syarat.
Rukun dan Syarat Jjarah meliput:

1. Dua orang yang berakad, disyaratkan berakal dan mumayyiz
2. Sesuatu yang di akadkan, disyaratkan:

a. Obyek yang disewakan dapat diserah terimakan baik manfat maupun

bendanya.

b. Jelas ukuran dan batas waktunya, dI1.°

c. Hendaknya dimiliki oleh orang yang menyewakan atau diizinkan untuk

disewakan.’
3. Upah/ imbalan, disyaratkan dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat
kebiasaan setempat.

4. Shighat, disyaratkan keduanya menyatakan kerelaan untuk menyatakan

akad.®

* Helmi Karim, figh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

* Chairuman Pasaribu dan Surawardi K.Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 53.
> Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah (Jakarta: Amzah, 2010), 317.

® Panji Adam, Fikih Muamalah Maliyah (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 207.

" Nurul Mukhlisin et al., Intisari Figih Islam (Surabaya: Pustaka La Raiba Bima Amanta, 2007), 162.



Dalam syariat Islam dibahas mengenai hukum-hukum Islam yang berkaitan
dengan perbuatan manusia yakni ibadah dan hukum muamalah, dalam hukum
ibadah mengatur tentang sholat, zakat, puasa. Sedangkan hukum muamalah
mengatur tentang transaksi yang sering dilakukan oleh manusia seperti sewa-
menyewa, jual beli, dan lain-lain. Dan pembahasan penelitian ini yakni praktik
bermuamalah yang banyak dilakukan oleh manusia.

Sewa-menyewa merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam
karena mengandung unsur tolong menolong dalam kebaikan antar sesama manusia.
Sewa-menyewa termasuk akad untuk memiiki suvatu manfaat yang dimaklumi
dengan pembayaran tertentu.” Seperti Firman Allah pada QS. Al-Maidah, 2:

Uil s 31 B 1,3 Olsdally EV1 e 1yislas Yy S 1pally 1 e 1gig Lai
“artinya: ...... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolog-menolog dalam berbuat dosa dan permusuhan.
Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya. ™"

Dalam arti luas muamalah ialah aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk
mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan
sosial. Adapun pengertian figh muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan
dengan tindakan manusia dalam persoalan jual-beli, utang- piutang, kerja sama
dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan sawah dan sewa-menyewa.''

Pedagang kaki lima adalah salah satu praktik perdagangan yang
menggunakan akad sewa-menyewa, termasuk dalam kawasan yang banyak

terdapat pedagang kaki lima yakni kawasan Jalan Wisata Menanggal Kec.

Gayungan Kota Surabaya. Di kawasan tersebut terdapat macam-macam transaksi

¥ Nasroen Haroen, Figih Muamalah (Jakarta: Raden Jaya Pratama, 2000), 232-235.

? Barmawie Umary, figih ibadat Muamalah dan Munakahat (Solo: CV.Ramadhani, 1986), 115.

' Departement Agama RI,, Al-Qur’an Bayan........ , 106.

""" Abdul Rahman Ghazaly dkk, Figh Muamalat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 9.



jual beli untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebanyakan transaksi yang
dilakukan tersebut adalah peralatan aksesoris, nasi dan lauk, dan macam
kebutuhan manusia lainnya.

Mereka mendapatkan lapak untuk berdagang dengan cara menyewa lapak
pada seseorang yang biasa orang sekitar sebut kepala pasar. Di kawasan Jalan
Wisata Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya sistem penyewaan lapak terbagi
menjadi tiga bagian dengan berbeda pengelola atau biasa disebut kepala pasar,
terdapat tiga bagian degan macam macam harga disetiap lapaknya tergantung
tempat dan luas yang akan pedagang pilih. Di dalam akad sewa ini dilakukan atara
penyewa dan kepala pasar, yaitu pedagang kaki lima membayar Rp. 300.000,- per
bulan untuk lokasi yang di belakang sedangkan untuk lokasi yang di depan Rp.
75.000,- per hari ada juga Rp. 1.000.000,- per bulan untuk lahan pedagang kopi.
Dari iuran bulanan baik harian yang sudah pedagang bayarakan sesuai akad,
pedagang tidak akan ada lagi penarikan seperti kebersihan, keamanan, dan lain
sebagainya.

Melihat hal tersebut, dengan adanya ketidak samaan praktik sewa-
menyewa yang berada di Jalan Wisata Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya
dengan syariat Islam maka peneliti tertarik dan menilai perlu adanya penelitian
dalam praktik sewa-menyewa lapak. Untuk itu peneliti menangkat judul:

“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Lapak Di Jalan

Wisata Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya”



B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka

dapat diangkat beberapa masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1.

Latar belakang para pedagang kaki lima untuk menggunakan Jalan Wisata
Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya.
Praktik sewa-menyewa lapak pedagang kaki lima di kawasan Jalan Wisata
Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya.
Tidak adanya jaminan keamanan dan kebersihan bagi pedagang kaki lima yang

ada dikawasan Jalan Wisata Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya.

. Pandangan masyarakat sekitar dan pengguna jalan serta pemerintahan desa

terhadap keberadaan pedagan kaki lima yang ada dikawasan Wisata Menanggal

Kec. Gayungan Kota Surabaya.

. Adanya penyewaan lahan yang sudah disewakan ke pihak kedua oleh kepala

pasar kemudian oleh kepala pasar disewakan lagi ke pihak ketiga.
Tinjauan hukum Islam terhadap sewa-menyewa lapak pedagang kaki lima yang
ada di kawasan Jalan Wisata Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut di atas, perlu diperjelas

batasan-batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini

agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka penulis membatasi

permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1.

pertentangan praktik sewa-menyewa pedagang kaki lima yang dilakukan oleh

pedagang dengan Hukum Islam.

2. praktik sewa-menyewa lapak pedagang kaki lima dikawasan JI. Wisata

Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya.



3. Tinjauan Hukum Islam terhadap sewa-menyewa lapak pedagang kaki lima di jl.

Wisata Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya.

C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana praktik sewa-menyewa lapak di JI. Wisata Menanggal Kec.

Gayungan Kota Surabaya?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa lapak di JI.

Wisata Menanggal Kec.Gayungan Kota Surabaya?

D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka adalah seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibahas

dan dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun sebagai koleksi pribadi'?
Tujuan dari adanya kajian pustaka ini guna mengumpulkan data serta informasi
ilmiah, berupa teori-teori, metode dan pendekatan yang pernah berkembang dan
telah di dokumentasikan dalam bentuk jurnal, buku, naskah, rekaman, sejarah,
catatan, dokumen-dokumen dan lain-lain yang terdapat di pepustakaan."’ Agar
tidak adanya duplikasi atau plagiasi dalam penelitian yang segera dilakukan.
Pembahasan mengenai pedagang kaki lima sudah banyak ditulis oleh para
penulis-penulis sebelumnya, penelitian yang sudah ada diantara lain sebagai

berikut:

'2 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 80.
1377
1bid, 162.



Pertama penelitian saudara Moh. Ibnu Sabilil Huda Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Akad Sewa Lapak Pedagang Kaki Lima Di Jalan Dukuh Menanggal 1
Gayungan Surabaya dimana dalam penelitiannya ini membahas tentang pedagang
kaki lima yang ditinjau dari segi hukum Islam tentang keabsahan perjanjian uang
sewa yang dilakukan oleh penyewa dan kepala pasar, apakah sudah sesuai dengan
hukum Islam yang berlaku.

Semua lapak yang ada di jalan dukuh menanggal I surabaya disewakan oleh
kepala pasar kepada pedagang dengaan izin pejabat yang berwenang, perangkat
kelurahan dukuh menanggal sebagai pejabat yang berwenang atas perjanjian akad
sewa-menyewa pedagang kaki lima. Harga sewa ditentukan oleh pihak yang
berwenang sebesar Rp. 1.000.000 dengan luas 2x2 m persegi dengan metode
pembayaran di muka. Perjanjian sewa tanah serta pemanfaatannya diawasi oleh
pihak yang berwenang. Jangka waktu pemanfaatan lapak dilakukan selama
pedagang masih memiliki ketertarikan menempati tanpa ada batasan waktu karna
pada akad awal tidak disebutkan. Sewa-menyewa tersebut tidak boleh menurut
hukum Islam, karena adalam akad perjanjian sewa-menyewa lapak tidak ada
ketentuan batas waktu sewa menyerwa, kapan sewa berakhir dan bagaimana
kelanjutannya akad sewa-menyewa diwaktu mendatang. Sedangkan penentuan
batas waktu dalam sewa-menyewa merupakan salah satu syarat yang harus
terpenuhi dalam akad Jjarah."*

Ada juga penelitian dari saudara Siti Khamsiyah dengan judul Analisis

Teori ljarahTerhadap Sewa-menyewa Tanah Milik Pemkot Surabaya Oleh Rukun

'* Moh. Ibnu Sabilil Huda, “Zinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Lapak Pedagang Kaki Lima Di Jalan
Dukuh Menanggal I Surabaya” (Skripsi- UIN Sunan Ampel, surabaya, 2014).



Tetangga (RT) 01 Kepada Para Pedagang Di Tandes Surabaya, bagaimana praktik
sewa-menyewa tanah milik pemkot surabaya oleh RT 01 kepada para pedagang di
tandes Surabaya.

praktik sewa-menyewa di Gg. Sawah RT 01 RW 06 Kecamatan Tandes
dilakukan oleh Ketua RT 01 dengan menyewakan tanah kosong milik Pemkot
Surabaya kepada warganya tanpa adanya izin sebagai tempat perdagangan dan
parkir. Hal ini dilakukan guna menambah kas warga karena warga yang menyewa
harus membayar sebesar Rp. 150.000,00 perbulannya; kedua, jika dianalisis
berdasarkan teori 7jarah, maka praktik tersebut tidak sah, karena syarat pada rjarah
bahwa obyek harus dimiliki oleh orang yang menyewakan atau diijinkan untuk
disewakan tidak terpenuhi, dimana dalam hal ini ketua RT 01 menyewakan tanah
tanpa ijin dari pemilik aslinya yakni PemkotSurabaya."’

Ada juga penelitian dengan pembahasan tentang /jarah oleh saudara Rulita
Tri Wahyuni sewa lapak di kelurahan kedurus kecamatan karang pilang surabaya
dalam kajian akad Jjarahdan permendagri no. 01 tahun 2016.

pertama dalam kerjasama sewa-menyewa lapak pihak kedua tidak menjelaskan
tentang status kepemilikan tanah berdirinya lapak kepada pihak ketiga bahwa bukan
miliknya. Kemudian ketika terjadi penggusuran, pihak kedua tidak bersedia
memberikan ganti rugi uang sewa kepada pihak ketiga dan saat proses penggusuran
akad sewa masih berlangsung. Penggusuran disebabkan oleh pihak kedua yang tidak
membayar uang sewa tanah tempat berdirinya lapak. Kedua, menurut Hukum Islam

praktik kerjasama tersebut belum memenuhi syarat berlakunya Jjarah yaitu status

" Siti Khamsiyah, Analisis Teori ljarah Terhadap Sewa-menyewa Tanah Milik Pemkot Surabaya Oleh Rukun
Tetangga (RT) 01 Kepada Para Pedagang Di Tandes Surabaya (Surabaya: 2019).



pihak kedua tidak memberitahu status kepemilikan objek sewa. Menurut
permendagri no.ltahun 2016, jika kepemilikan tanah tersebut sah milik kelurahan
Kedurus maka pihak kedua melanggar pasal 12 yaitu tidak meminta izin kepada
kepala kelurahandan tidak membayar sewa sehingga tidak terikat perjanjian secara
jelas mengenai jenis, luas dan besaran sewa.'®

Dari beberapa skripsi yang sudah peneliti paparkan diatas ada kesamaan
dalam akad namun ada beberapa pembahasan yang sangat jelas berbeda dari
skripsi sebelumnya dengan penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini. karena
dalam penelitian ini ada beberapa aspek yang akan dibahas selain pada akad

ljaralmya dalam skripsi ini membahas praktik dalam sewa-menyewa di Jalan

Wisata Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya ini sudah sesuai hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian
1. Untuk mendeskripsikan serta mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan

dalam penyewaan lapak yang ada di JI. Wisata menangal Kec. Gayungan Kota
Surabaya.
2. Untuk mengatahui penjelasan mengenai Analisis Hukum Islam praktik sewa-

menyewa lapak di JI. Wisata menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya.

' Rulita Tri Wahyuni, Sewa Lapak Di Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang Surabaya Dalam Kajian Akad
ljarah Dan Permendagri No. 01 Tahun 2016 (Surabaya: 2018).



F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat bermanfaat dan berguna
bagi peneliti serta pembaca lainnya, maupun bagi pelaku usaha dan bagi konsumen
mempunyai nilai lebih sebagai pengetahuan dan wawasan. Berikut secara lebih
terperinci kegunaan penelitian dapat dibedakan menjadi dua, diantaranya sebagai
berikut:

Secara teoritis, dari karya tulis ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran dan informasi sebagai pengembangan dan pemahaman studi
hukum Islam. Dan sebagai referensi bagi pihak yang berkepentingan dan
membutuhkan dalam rangka menyesuaikan kasus-kasus yang serupa dan berkaitan
dengan hukum Islam.

Secara praktis, dari hasil penelitan ini diharapkan dapat meningkatkan
kesadaran pelaku akan tingginya resiko. Bagi penulis sendiri dapat digunakan
sebagai rujukan atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk

membahas masalah praktik sewa-menyewa.

. Definisi Operasional
Dalam penelitian ini dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa-

menyewa Lapak di JI. Wisata Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya terdapat
beberapa kata kunci yang akan penulis jelaskan tentang definisi oprasional dan
batasan-batasan yang tegas terhadap arah dan tujuan yang terkandung dalam
peneltian dengan judul yang sudah tercantum, berikut penjelasan definisi

oprasional, yakni:
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Hukum Islam : Hukum Islam mempunyai sifat universal, yang
mengatur hubungan antara manusia dengan
penciptanya, manusia dengan masyarakat di mana ia
hidup dengan alam lingkungannya, di segala waktu
dan segala tempat, mencakup segala aspek kehidupan
manusia dan segala permasalahannya.'” Khususnya
terhadap hubungan yang terjadi antar sesama
manusia dalam kehidupan sehari-hari, yakni interaksi
berupa akad sewa-menyewa.

Sewa-menyewa : suatu akad yang berisi kepemilikan manfaat tertentu
dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran
dalam jumlah yang disepakati,'® begitu pula dengan
akad yang terjadi di Jl. Wisata Menanggal mereka
memiliki manfaat tertentu dari barang yang telah
mereka bayar dengan jumlah tertentu yang sudah
disepakati di awal perjanjian antara penyewa dan
pengelola pasar. Di mana akad awal yang telah
disepakati dimana uang sewa yang sudah dibayar
penyewa lapak dengan jangka waktu 1 bulan, jadi
sebenarnya dari pihak pengelola pasar tidak
diperbolehkan memindah lapak pedagang jika masa

sewabelum habis.

'7 Abd, Shomad, Hukum Islam (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 29.
'8 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 194.



Lapak : lapak memiliki arti kata benda sehingga lapak dapat
menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua
benda dan segala yang dibendakan. Atau sebutan
untuk tempat, lokasi, dan atau wilayah atas
kepemiikan tertentu. Lapak yang ada di Jalan Wisata
Menanggal ini yakni lokasi dimana para pedagang
bertransaksi dengan pembeli. Sedangkan lapak juga
dapat diistilahkan benda yang disewakan oleh
pengelola pasar kepada para pedagang untuk

dijadikan lokasi mereka bertransaksi.

H. Metode Penelitian
Penelitian ini yakni penelitian lapangan tentang suatu fenomena, kejadian,

maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung dan/atau tidak langsung
dalam setting yang teliti, kontekstual, dan menyeluruh'®, yang akan membahas
tentang bagaimana sistematis atau mekanisme dalam praktik sewa-menyewa lapak
di JI. Wisata Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya dengan menggunakan
Analisis Hukum Islam.

Selanjutnya, supaya penyusunan ini sesuai dengan yang diharapkan dan

dapat memberikan dekripsi yang bermanfaat dan baik maka dibutuhkan

" Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan penelitian gabungan (Jakarta: PT Fajar Interpratama
Mandiri, 2017), 328.
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serangkaian langkah yang sistematis, berikut tahapan langkah dalam
penyusunannya:
1. Data yang Dikumpulkan

Dengan melihat banyaknya persolahan diatas maka data yang akan digali
meliputi sebagai berikut:

a. Data tentang bagaimana proses transaksi sewa-menyewa stand yang dilakukan
oleh penyewa stand dan kepala pengelola di JI. Wisata Menanggal Kec.
Gayungan Kota Surabaya.

b. Memastikan alasan para pedagang kenapa tetap lebih memilih menyewa stand
tersebut melalui kepala pengelola.

c. Data tentang prosedur peletakan stand dari kepala pengelola untuk para
penyewa stand yang ada di JI. Wisata Menanggal Kec. Gayungan Kota
Surabaya.

d. Data analisis hukum Islam tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki
lima.

2. Sumber Data
Berdasarkan data yang akan dikumpulkan diatas, maka yang akan menjadi
sumber data dalam penelitian ini yakni:
a. Sumber Data Primer
Sumber primer adalah sumber data yang dibutuhkan untuk
memperoleh data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, sumber
data primer disini diambil dari beberapa informan kunci, sedangkan yang

dimaksud dengan informan kunci adalah partisipasi yang karena
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kedudukannya dalam komunitas memiliki pengetahuan khusus mengenai
orang lain, proses, maupun peristiwa secara lebih luas dan terinci
dibandingkan.*

Keterangan dari responden ini diberikan secara lisan ketika
menjawab wawancara semi terstruktur dimana peneliti hanya
menyiapkan topik dan daftar pemandu pertanyaan, juga dengan
menelusuri lebih lanjut suatutopik berdasarkan jawaban yang diberikan
responden, dan urutan pertanyaan dan pembahasan tidak harus sama
seperti pada panduan, namun panduan ini digunakan untuk
mengarahkan wawancara sechingga tidak menyimpang terlalu jauh,
sechingga semua jawaban dan pertanyaan tidak tergantung pada
jalannya wawancara dengan responden.”’ Responden yang akan dipiih
oleh peneliti dalama penelitian ini yakni:

1) Responden dari para pedagang kaki lima yang berjualan di
kawasan Jalan Wisata Menanggal Kec. Gayungan Kota
Surabaya.

2) Responden dari para kepala pasar.

3) Responden dari warga sekitar daerah setempat.

4) Hukum Islam tentang penataan dan pemberdayaan pedagang
kaki lima.

b. Sumer Data Sekunder

%% Samiaji Serosa, Penelitian Kualitatif Dasar-dasar (Jakarta: PT. Indeks, 2012), 59.
20
1bid, 47
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Sumber data sekunder yaitu data yang sudah ada dalam bentuk jadi,
sepert data dalam dokumen dan duplikasi. Atau sumber data yang
diperoleh sediri oleh peneliti.”

Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang
berhubungan dengan penelitian. Sumber data sekunder yang dipakai
beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, antara

lain :

1) Rahmat Syafe’i Figh Muamalah (Bandung: CV. Pustaka Setia).

2) Chairuman Pasaribu Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: Sinar

Grafindo)

3) Suhrawardi K. Lubis Hukum Ekonomi Islam (Jakatra: Sinar

Grafika).

4) Muhammad Yazid Hukum Ekonomi Islam (Surabaya: UIN Sunan
Ampel Press).

5) Nasroen Haroen Figih Muamalah (Jakarta: Raden Jaya Pratama).

6) Barmawie Umary figih ibadat Muamalah dan Munakahat (Solo:
CV.Ramadhani).

7) Helmi Karim figh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi
Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilaukan dengan

cara mengamati (melihat, memperhatikan, mendengarkan dan mencatat

** Bagong Suryanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005), 55.
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secara sistematis objek yang ditelit).”> Dengan adanya observasi ini peneliti
akan mengamati serta melihat sendiri bagaimana kejadian demi kejadian
atau fenomena dan budaya sebenarnya yang terjadi di lapangan mengenai
sewa-menyewa lapak pedagang kaki lima antara kepala pasar dengan para
pedagang kaki lima. Dalam penelitian ini penulis mengamati dan
melakukan observasi secara langsung sebagai konsumen.
Wawancara

Menurut Kartono, interview atau wawancara adalah proses tanya
jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua
orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-
informasi atau karangan.”* Pihak Pertama berfungsi sebagai penanya,
disebut /Interviewer yaitu peneliti. Sedangkan pihak kedua berfungsi
sebagai pemberi informasi yaitu narasumber. Yang akan menjadi
narasumber pada penelitian ini yaitu Penjual atau pemilik lapak yang ada di
jalan Wisata Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya. Dengan metode
ini diharapkan peneliti mendapatkan keterangan lebih lanjut dan mendalam
sehingga dapat dijadikan data.
Dokumetasi

Dalam teknik dokumentasi, penelitian pada benda-benda tertulis,
seperti buku-buku, majalah, dokumen, praturan-peraturan dan sebagainya.”

Dan juga pengumpulan dari hasil dokumentasi yang telah peneiti peroleh

3 Cholid Narbu dan Abu Acmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 116.

*ibid, 70.

* Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 15.
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dari aktifitas pedagang kaki lima di Jalan Wisata Menanggal Kec.
Gayungan Kota Surabaya.
4. Teknik Pengolahan Data
Untuk mengolah data dalam penelitian ini, penulis melakukan beberapa
hal, seperti berikut:
a. Editing, ialah memeriksa kelengkapan data. Teknik ini digunakan untuk
pemeriksaan kembali data-data yang telahdiperoleh.
b. Organizing, yaitu menyusun data-data hasil editing sedemikian rupa
sehingga menghasilkan data yang baik dan mudah dipahami.*
5. Teknik Analis Data
Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif
analisis dalam menjabarkan data-data. Kemudian untuk tinjauan Hukum Islam
dan hukum positif menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan pola
pikir induktif dengan meletakkan norma hukum Islam sebagai acuan dalam

menilai fakta-fakta khusus yang berkenaan dengan pelaksanaan sewa-menyewa.

I. Sistematika Pembahasan
Dalam sistematika pembahasan untuk lebih memudahkan pembahasan dan

memberikan gambaran secara garis besar mengenai pembahasan dalam penelitan
ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pada bab pertama : bab pertama ini merupakan bab awal yang mana
pembahasannya meliputi pembahasan permasalahan secara global. Hal ini

merupakan langkah awal untuk melangkah pada bab-bab selanjutnya. Pada bab

*% Andi Prastowo, Metodelogi Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian (Yogyakarta: Ar-Ruzz
Media, 2014), 210.



pertama ini dapat kita ketahui diantaranya yaitu meliputi latar belakang masalah,
identifkasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
penelitan, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua : pada bab kedua ini membahas tentang teori akad
sewa-menyewa. Bab dua ini berisi tentang teori dari pengertian /jarah, syarat dan
rukun Jjarah, macam-macam /jarah dan apa saja yang dapat membatalkan akad
ljarah. Pada bab ini juga merupakan hasil telaah dari beberapa literatur guna
membuka pemikiran serta wawasan kita dalam memahami dan menganalisis
fenomena yang ada.

Bab ketiga : bab ketiga ini membahas hasil penemuan dan
gambaran umum tentang pedagang kaki lima yang ada di kawasan Jalan Wisata
Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya, penjelasan mengenai mekanisme sewa-
menyewa lapak pedagang kaki lima dan penyelesaian masalahnya.

Bab ke-empat : berisi tentang analis dari segi pandang Hukum
Islam terhadap pratik sewa-menyewa lapak untuk usaha pedagang kaki lima di
kawasan Jalan Wisata Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya.

Bab ke-lima : bab lima ini merupakan bab terakhir dalam
penelitian ini pada bab lima bagian penutup yang merupakan kesimpulan dari
pembahasan mulai bab pertama hingga sebelum bab ke lima, selain kesimpulan
pada bab ini juga berisi saran bagi pihak-pihak yang bersangkutan dengan

penenlitian ini.
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BABII

KONSEP SEWA-MENYEWA (ZJARAH) MENURUT HUKUM
ISLAM

A. Pengertian Sewa Menyewa (Jjarah) Dalam Hukum Islam
Sewa-menyewa merupakan suatu istilah yang sering digunakan oleh

masyarakat dalam usaha bersama yang ada kaitannya dengan keuntungan
yang akan diperoleh berdasarkan kesepakatan dari pihak yang telah melakukan
kesepakan perjanjian.

Sewa-menyewa dalam Islam diistilahkan dengan “Al-Zjarah ” menurut
pengertian hukum Islam sewa-menyewa itu diartikan sebagai suatu jenis akad
untuk mengambil manfaat dengan jalan pergantian.’’ Dalam pengertian
terminologi, yang dimaksud dengan akad /jarah yakni pemindahan hak guna
atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan
pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri.*®
Dalam konteks perbankan syariah, /jarah adalah /ease contract dimana suatu
bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (equipment) kepada salah
satu nasabhnya berdasrkan pembedaan biaya yang sudah ditentukan secara
pasti sebelumnya (fixed charge).”’

Dalam hukum Islami, /jarah adalah kontrak (akad) dari hak pemanfaatan

yang dikenal dan diajukan untuk aset tertentu selama periode waktu tertentu

%7 Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafindo, 2004), 52.

% Muhammad Rawas Qal’aji, Mujam Lughat al-Fugaha (Beirut: Darun Nafs, 1985); Ahmad asy-Syarbasyi,
Mu’jam al-Iqtisad al-Islami (Beirut: Dar Alamil Kutub, 1987), 183.

** Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi (Y ogyakarta: Ekonosia, 2012), 73.



dengan imbalan tertentu dan sah atau ganjaran bagi jasa atau keuntugan untuk
manfaat yang diajukan yang akan diambil, atau untuk upaya hasil kerja yang
diajukan akan dikeluarkan. Dengan kata lain, ia merupakan pengalihan hak
pemanfaatan untuk ganjaran yang berupa sewa dalam hal penyewaan aset
atau barang dan upah dalam hal penawaran orang. Menurut fuqaha, /jarah
adalah penjualan hak pemanfaatan (dan bukan ‘ain atau barang pemenuh
kebutuhan badani).*

Diperbolekannya /jarah ditentukan dalam Kitab Suci al-Qur’an, sunnah
Nabi Muhammad Saw, dan konsensus (/jma’) dari para fuqaha Islami.’’ Idris
Ahmad dalam bukunya yang berjudul Figih Syafi’i berpendapat bahwa Jjarah
berarti upah, hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-
mengupah, yaitu mujjir dan mustajir (yang memberikan upah dan yang
menerima upah). Sedangkan menurut Kamaluddin A. Marzuki sebagai
penerjemah figh sunnah karya Sayyid Sabig, menjelaskan makna Jjarah dan
sewa-menyewa. [Jjarah menurut istilah, para ulama berbeda-beda

mendefinisikan /jarah antara lain:

a. Menurut Ulama’ Hanafiyyah, /jarah adalah:
Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan
disengaja dari suatu dzat yang disewa dengan imbalan.

b. Menurut ulama’ Malikiyyah, /jarah adalah:

Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi

3 Muhammad Ayub, Is/amic Finance (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), 427-428.
> Ibid, 428.
% Abdurrahman Al-Jazairy, Al-Fighu ‘ala Madzahib Al Arba’ah (Beirut: Daar Al Fikr, 1996), 94.



dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.>
¢. Menurut ulama’ Syafi’iyyah, /jarah adalah:
Akad teerhadap manfaat yag diketahui dan disengaja yag dapat
dipeertukarkan dan bersifat mubah dngan imbaln tertentu.**
d. Menurut ulama’ Hanabillah, /jarah adalah:
Pengganti tertentu, dalam manfaat tertentu, dari barang yang
ditentukan atau disifati, dalam tanggungan atau dalam pekerjaan
tertentu. >
Jumhur ulama’ Fiqih berpendapat bahwa /Jjarah adalah menjual manfaat
dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena
itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba
untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lainnya, sebab

semua itu bukan manfaat tetapi bendanya.’

B. Dasar Hukum Sewa-menyewa

ljarah sebagai suatu transaksi yang bersifat saling tolong menolong serta
menpunyai landasan yang kuat dalm al-Quran dan Hadith. /jarah dalam bentuk
sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan akad
muamalah yang disyariatkan Islam.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas /jarah mempunyai peranan yang

sangat penting dalam kehidupan manusia dan kehidupan bermasyarakat, guna

[bid, 97.
*Ibid, 98.
3 Ibid, 99.
%% Rahmat Syafe’i, Figh Muamalah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), 122.
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meringankan salah satu pihak atau tolong menolong yang dianjurkan oleh
agama. Oleh karena itu, para fugaha’ menilai bahwa [jarah merupakan suatu
hal yang boleh dilakukan. Berikut beberapa ayat dan Hadith yang dijadikan
argumentasi oleh para fiigaha’terhadap kebolehan Zjarah.””
a. Dasar Hukum dari Al-Quran
Adapun beberapa ayat al-Quran yang dijadikan landasan yakni
sebagai berikut:

1) Surah al-Baqgarah (2) ayat 233:

5, 0o g s e 28 3 s d) S Gl BASNS sie Sl

u;';j g:U 233‘55“ ‘Yj L&U}; S.:U\j LY L@.if.a”}}\ um.‘u g,a.lﬁy J}j&ZJb g }L«fj
i \ ub La.@,\l.c CL:;-W jL\MJ) La.@..w U"Jj YL,M ‘J\)‘ db JJ i}.:f ;)J\éj\

S
G i &F galerg d 1,455 Cagrally o xu“w;\vxucumvﬁvj\w
(Yrv) e O e

“artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu
bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan
pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut
kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan
seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya
ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan,
Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang
lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang
patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa
yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah: 233).%*

”m.

Dapat kita fahami dari ayat diatas merupakan dasar dimana dapat kita
jadikan landasan hukum persoalan sewa-menyewa (/jarah). Sebab pada

ayat tersebut diterangkan bahwa memakai jasa juga merupakan suatu

*"Helmi Karim, Figih Mu’amalah (Bandung: Al-Ma’arif, 1997), 30.
*Departemen Agama RI, al-Quran dan Tafsirnya (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 343.
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bentuk sewa-menyewa, oleh karena itu harus diberikan upah atau

pembayaran sebagai ganti dari jasa tersebut.”’

2) Surah al-Maidah (5) ayat 9:

(2) ISEEEN (HE 51& gogujujwj Al fu_s\ Bieg

“artinya: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal
saleh, (bahwa) untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”(QS. Al-Maidah:9)*

Dalam ayat ini telah dijelaskan tentang siapa saja yang mengingat karunia
Allah SWT, berjanji mendengarkan dan mena’ati Nabi kemudian bertakwa
kepada Allah Serta berlaku adil maka Allah menjanjikan memberi pahala

kepada mereka.

3) Surah al- Qasas (28) ayat 26:

(Y1) &) 6}45\ Ufw o 5] Ofw b ks 236

“artinya.: salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai
orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu
ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.(QS. Al-
Qasas: 26)"

Telah dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa dapat dipahami bahwa
disyaratkan adanya imbalan atau upah atau mempekerjakan orang lain
yang memiliki keahlian di bidangnya.

b. Dasar Hukum al-Sunnah

satas O 06 J6 06 o e o o0 2 i 6@,& Age

G il sl g 48 088 2 e s s F g W s w o
(b ob))o;;.? Ll s i

Hadith bersumber dari Abu Hurayrah r.a. berasal dari Nabi saw. beliau
bersabda: “Allah berfirman: “ada tiga kelompok yang aku musuhi pada hari

¥Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 196.
“Depag RI, al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: PT Sinar Baru Algesindo, 2006), 108.
*'Depag RI, al-Quran dan Terjemahnya............ 279.



pembalasan nanti; yaitu seorang tokoh yang diberi tanggung jawab, tetapi
kemudian berlaku khiyanat, dan seorang tokoh yang mengeksploitasi manusia,
kemudian ia mengambil harganya, dan seorang tokoh yang memantaatkan jasa
pihak lain tetapi tidak memberikan upah”*

Hadith tersebut menjelaskan bahwa jika kita menyewa jasa
suatu pekerjaan maka sudah seharusnya kita memberikan imbalan
atas manfaat jasa yang sudah diberikan orang tersebut kepada kita.
Dan janganlah menjadi seseorang ketika sudah mendapat amanah
baik dari Allah atau manusia wajib untuk dijalankan, jangan
ingkar, karena mereka mereka yang ingkar dan tidak memberi upah
kepada pekerja yakni golongan yang Allah benci. Tidak hanya
dalam ayat al-Quran saja yang memperbolehkan sewa-menyewa
dalam Hadith pun dijelaskan tentang kebolehannya untuk
menyewa manfaat baik dari benda atau manfaat jasa.
ot ¥ i o ol s T O 8B 5 o 0 e

(;\J;—i}[bp-i}ﬂ ol (&:—i}!\ oS L ol Y 2\”2) f\éj’f& &% :)/Td:;

Dari Abdullah Ibnu Umar bersabda: bahwa Rasulullah saw. bersabda
“Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR Ibnu Majah)”
Adapun Hadith ini menjelaskan tentang kewajiban kita

sebagai penyewa hendaklah secepat mungkin memberikan gaji
atau upah terhadap seseorang yang telah kita abil manfaat jasanya.
Karena dalam Hadith tersebut dengan jelas menyebutkan “berikan
upah pekerja sebelim kering keringatnya”. Sesuai dengan

perjanjian diawal dimana mereka bekerja untuk diberi upah.
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Hukum Ekonomi Islam (Surabaya, UIN Sunan Ampel Press), 90.

* Ibnu Majah, “Sunan Ibn Majah”. Hadith no. 2434. Kitab: al-Ahkan.....dst, Terj. Sugiyah Musafa’ah, Hadith
Hukum Ekonomi Islam (Surabaya, UIN S
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Begitulah transaksi sewa-menyewa yang memanfaatkan jasa dari
seseorang.
¢. Dasar Hukum /jma’

Iljma’ adalah kesepakatan (penerimaan) diantara orang-orang
tertentu, yaitu para mujtahid, dan yang bukan mujtahid tidak
diperhitungkan kesepakatan atau penolakannya.** Mengenai
diperbolehkannya sewa-menyewa, semua ulama bersepakat bahwa
sewa-menyewa (7jarah) diperbolehkan. Tidak seorang pun ulama
yang membantah kesepakatan ijma’ ini, meskipun ada beberapa
ulama yang berbeda pendapat, akan tetapi itu tidak signifikan.*

Dengan begitu hukum dari sewa-menyewa jelas
diperbolehkan mengingat adanya tiga dasar hukum yaitu al-Quran,
Hadith dan /jma’, tiga dasar hukum tersebut merupakan sumber
penggalian hukum Islam yang utama. Dari beberapa dasar hukum
diatas, dapat dipahami bahwa 7jarah itu diperbolehkan dalam agama
Islam. karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada
kekurangan dan keterbatasan. Oleh sebab itu, manusia hidup saling
berkaitan satu sama lain dan saling membutuhkan, sewa-menyewa
merupakan salah satu alternatif yang dibutuhkan manusia dalam
masyarakat.

Dari beberapa pendapat yang sudah dipaparkan oleh penulis

tentang sewa-menyewa tersebut dapat kita ambil kesimpulan

* Amir Syariffudin, Ushul Figh Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 389.
Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, terjemahan. Tirmidzi (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2013), 11.



bahwa sewa-menyewa (7jarah) adalah suatu akad untuk mengambil
manfaat suatu benda baik benda yang bergerak maupun yang tidak
bergerak ataupun jasa yang diterima dari orang lain dengan adanya
upah-mengupah sesuai dengan perjanjian yang ada diawal yang
sudah disepakati dengan syarat-syarat tertentu. Jika akad sewa-
menyewa sudah berlangsung dengan begitu penyewa sudah berhak
menikmati manfaat dari barang atau jasa yang sudah disewanya dan
orang yang sudah menyewakan barang atau jasa tersebut berhak
mendapatkan upah sesuai dengan kesepakatan diawal yang telah

mereka sepakati.

Para ulama berpendapat bahwasannya Jjjarah itu disyariatkan
dalam Islam, karena pada dasarnya manusia membutuhkan
bantuan manusia lain untuk keperluannya, yang sejatinya manusia
adalah makhluk yang selalu memiliki keterbatasan dan
kekurangan. Sehingga manusia selalu terikat antara yang satu
dengan yang lainnya. /Jjarah adalah salah satu solusi yang
dibutuhkan manusia dalam mengatasi keterbatasannya dalam
kehidupan bermasyarakat.

Dari penjelasan di atas, sangat mustahil bila manusia dapat
memenuhi kehidupannya sendiri tanpa bantuan orang lain dalam
mencukupan kehidupannya tanpa berinteraksi dengan (berijarah)
dengan manusia yang lainnya. Sehingga pada akad sewa-menyewa

pada lahan pertanian yang termasuk dalam akad J7jarah
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diperbolehkan menurut pendapat ulama. Dalam arti lain bahwa
dengan akad sewa-menyewa lahan pertanian pada akad ijarah
adalah berlandaskan dengan asas tolong menolong yang telah
dianjurkan dalam agama. Selain itu juga adalah sebagai jalan
untuk memenuhi kebutuhan hajatnya. Oleh sebab itu ulama

menilai bahwa jjarah merupakan suatu hal yang di perbolehkan.*

C. Rukun Dan Syarat Sah Sewa-menyewa

Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah
yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerja,’’ sedangkan syarat adalah
ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.*®
Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu

yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda.*

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu
yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak
adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan
adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.’® Hal ini sebagaimana
dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf,”' bahwa syarat adalah sesuatu yang
keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari

ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang

““M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 231.
" Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 966.

® Ibid, 1114.

¥ Satria Effendi M. Zein, Ushul Figh (Jakarta: Prenada Media, 2005), 64.
>0 Alaiddin Koto, /Imu Figh dan Ushul Figh (Jakara: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 50.
> Abd al-Wahab Khalaf, /m Usul al-Figh (Kuwait: Dara al-Qalam, 1978), 118
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dimaksudkan adalah keberadaan secara syara’, yang menimbulkan efeknya.

Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, asy-syarth (syarat) adalah

sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya

syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarath tidak pasti

wujudnya hukum’?. Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu

yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan

bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah

penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu”’ Adapun

beberapa rukun dari akad /jarah , diantara lain:

a. Rukun sahnya Jjarah

Rukun Jjarah adalah:

1)
2)
3)
4)

5)

Muatajir, pihak yang menyewa;
Mu’ajir, pihak yang menyewakan;
Ma’jur, benda yang di/ljarah kan;
Ujrah, upah;

Akad.>*

Sedangkan menurut Jumhur Ulama, /jarah mempunyai tiga rukun, yaitu:

a.

b.

Shigat (ucapan) ijab (penawaran) dan gabul (penerimaan)
Pihak yang berakad (berkontrak), yang terdiri atas pemberi

sewa (pemilik aset).

32 Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Figh (Cairo: Dara al-Fikr al- Arabi, 1958), 59.
> Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 25.
> PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Depok: Prenadamedia Group, 2017), 86-87.



c. Objek kontrak yang terdiri atas pembayaran (sewa) dan

manafaat dari pengguna aset.”

Shigat akad [jarah harus menggunakan kalimat yang jelas, serta akad
ljarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan/atau isyarat. Dalam objek
akad ini, manfaat aset atau jasa ditentukan sebagai berikut:

a. Harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
Misalnya penyewa kerbau maka kerbau tersebut harus dapat
berfungsi untuk membajak sawah atau tidak terdapat cacat.

b. Harus bolehkan oleh syariah Islam (diharamkan oleh agama).

c. Dapat dialihkan secara syariah.

d. Harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk
menghilangkan ketidaktahuan yang dapat menimbulkan
sengketa.

e. Jangka waktu penggunaan manfaat ditentukan dengan jelas.

b. Syarat sahnya /ljarah
Untuk sahnya sewa-menyewa, pertama kali harus dilihat
terlebih dahulu orang yang melakukan perjanian sewa-menyewa
tersebut. unsur yang terpenting untuk diperhatian yaitu kedua belah
pihak cakap bertindak dalam hukum, yaitu punya kemampuan dapat
membedakan yang baik dan yang buruk (berakal). Imam asy-Syafi’i
dan Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu dewasa (baligh).

Perjanjian sewa-menyewa yng dilakukan oleh orang yang belum

> Siti Nur Fatoni, Pengantar Ilmu Ekonomi (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), 216.
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dewasa (baligh). Perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh

orang yang belum dewasa menurut mereka tidak sah walaupun

mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik

dan yang buruk (berakal).

Sahnya perjanjian sewa-menyewa harus terpenuhi syarat-

syarat berikut ini:

1)

2)

3)

4)

Masing-masing pihak rela melakukan perjanjian sewa-menyewa.
Maksudnya, kalau didalam perjanian sewa-menyewa terdapat
unsur pemaksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah

Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan, harus
jelas dan terang mengenai objek sewa-menyewa, yaitu barang
yang disewaka disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa
(lama waktu sewa-menyewa berlangsung) dan besarnya uang
sewa yang diperjanjikan.

Objek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya.
Maksudnya, kegunaan barang yang disewakan harus jelas dan
dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya
(kegunaan) barang tersebut. seandainya barang itu tidak dapat
digunakan sebagaimana yang diperjanjikan, maka perjanjian
sewa menyewa itu dapat dibatalkan.

Objek sewa-menyewa dapat diserahkan. Maksudnya, barang
yang diperjanjikan dalam sewa-menyewa harus dapat

diserahkan sesuai dengan yang diperanjikan. Oleh karena itu,
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kendaraan yang akan ada (baru rencana untuk dibeli) dan
kendaraan rusak tidak dapat dijadkan sebagai objek perjanjian
sewa-menyewa, sebab barang yang demikian tidak dapat
mendatangkan kegunaan bagi penyewa.

5) Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang
diperbolehkan dalam agama. Perjanjian sewa-menyewa barang
yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh hukum agama tidak
sah dan wajib untuk ditinggalkan. Misalnya, perjanjian sewa-
menyewa rumah yang digunakan untuk kegiatan porstitusi atau,
menjual minuman keras serta tempat perjudian, demikian juga
memberikan uang kepada peramal. Selain itu, juga tidak sah
perjanjian pemberian uang (/jarah ) puasa atau shalat, sebab
puasa dan shalat termasuk kewajiban individu yang mutlak

dikerjakan oleh orang yang terkena kewajiban.

D. Beberapa Ketentuan Tentang Hukum Sewa (Zjarah)

Dalam hukum sewa-menyewa (/jarah ) ada beberapa ketentuan yang harus
diketahui yakni:

a. Diperbolehkan menyewa guru untuk mengajar ilmu atau kerajinan.

b. Diperbolehkan menyewa seseorang dengan memberinya makan serta

pakaian.

% Suhrawardi K.Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 145-146.



c. Sah menyewa sebuah rumah yag telah ditentukan kelayakannya
didasarkan pada dugaan.

d. Jjarah dianggap batal dengan rusaknya barang yang disewakan
misalnya rumah yang disewakan roboh atau binatang ternaknya mati.

e. Pekerja yang disewakan didalam jumlah yang cukup banyak, maka
mereka diwajibkan menggantikan barang yang dipakai bekerja dan
tidak diwajibkan menggati barang yang telah hilang.

f. Uang sewa (upah) harus ditetapkan melalui akad dan harus diserahkan
setelah terpenuhi manfaat yang dimaksud atau setelah pekerjaan
selesai.”’

g. Akad [jarah yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan hanya karena
ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga.®

Apabila masa yang telah ditetapkan dalam perjanjian telah berakhir, maka

penyewa berkewajiban untuk mengembalikan barang yang disewakan kepada
pemilik semula (yang menyewakan). Adapun ketentuan pengembalian barang
objek sewa-menyewa adalah sebagai berikut:

a. Apabila barang yang menjadi objek perjanjian merupakan barang
bergerak, maka penyewa harus mengembalikan barang itu kepada yang
menyewakan/pemilik dengan menyerahkan langsung bendaya, misalnya
sewa-menyewa kendaraan.

b. Apabila objek sewa-menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak

bergerak, maka penyewa wajib mengembalikannya kepada pihak yang

°7 Syaikh Abu Bakar Jabir, Minhajul Musim, Konsep Hidup Ideal Dalam Islam (Jakarta: Darul Hag, 2006), 480
> PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Depok: Penadamedia, 2017), 87.



menyewakan dalam keadaan kosong. Maksudnya, tidak ada harta pihak
penyewa di dalamnya, msalnya dalam perjanjian sewa-menyewa rumah.

c. Jika yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa adalah barang yang

berwujud tanah, maka penyewa wajib menyerahkan tanah kepada
pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.

Dapat ditambahakan bahwa menurut madzhab Hambali, manakala /jarah
berakhir, penyewa harus mengangkat tangannya, dan tidak ada kemestian utuk
mengembalikan atau menyerahterimakannya, seperti barang titipan, karena ia
merupakan akad yang tidak menuntut jaminan sehigga tidak mesti
mengembalikan dan menyerahterimakannya. (Sayyid Sabiq, 13, 1998: 34-

35).%°

E. Macam-Macam Sewa-menyewa

Diihat dari segi objeknya sewa-menyewa dapat dibagi menjadi dua jeis yakni:
a. [ljarah yang bersifat pekerjaan (jasa)
ljarah  yang bersifat pekerjaan (jasa) yaitu dengan cara
mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. [jarah
seperti ini menurut ulama figih hukunya diperbolehkan apabila jenis
pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik,
tukang sepatu, supir taksi, guru dan lain sebagainya. Al-/jarah seperti

ini ada yang bersifat pribadi dan ada yag bersifat serikat.®

%% Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakatra: Sinar Grafika, 2000), 150-151.
% Gufron, A. Mas’adi, Figih Muamalah Konstektual (Jakarta: PT Grafindo Persada: 2000), 184.
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b. ZJjarah yang bersifat manfaat

ljarah yang bersifat manfaat misalnya sewa-menyewa kendaraan,
rumah, toko, perhiasaan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang
diperolehkan syara’, maka para ulama figih sepakat menyatakan boleh
dijadikan objek sewa-menyewa.’’

Pada jasa tenaga kerja, disyaratkan kejelasan karakteristik jasa yang
diakadkan. Sedangkan pada jasa barang, selain persyaratan yang sama,
juga disyaratkan bisa dilihat (dihadirkan) pada waktu akad
dilangsungkan, sama seperti persyaratan barang yang diperjualbelikan.
Pada Jjarah tenaga kerja berlaku hukum harga/upah, dan pada ljarah
benda berlaku hukum jual beli. Terdapat berbagai jenis /ljarah , antara
lain Jjarah ‘amal, ljarah ‘ain/ljarah muthlagah, ljarah muntahiya
hittamlik, dan ljarah multijasa.®”

a. ljarah ‘amal
ljarah  'amal digunakan untuk memperoleh jasa dari
seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh.

Pengguna jasa disebut mustajir dan pekerja disebut ajir; dan upah

yang dibayarkan kepada ajir disebut ujrah. Dalam bahasa Inggris

dari wjrah adalah fee.

b. [ljarah ‘Ain atau ljarah Muthlaqah (ljarah Murni)
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62 Fathurahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta:
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ljarah  ‘ain adalah jenis /Jjarah yang terkait dengan
penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset
itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari aset itu. Dengan
kata lain, yang dipindahkan hanya manfaat (usufruct). ljarah ‘ain di
dalam bahasa Inggris adalah term /leasing. Dalam hal ini, pemberi
sewa disebut mujir dan penyewa adalah mustajir dan harga untuk
memperoleh manfaat tersebut disebut wjrah. Dalam akad ljarah ain,
tidak terdapat klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa
untuk membeli aset tersebut selama masa sewanya atau di akhir
masa sewanya. Pada /[jarah ain yang menjadi objek akad sewa-
menyewa adalah barang.®®

ljarah Muntahiya Hittamlik

ljarah muntahiya bittamlik atau disingkat IMBT
merupakan istilah yang lazim digunakan di Indonesia, sedangkan di
Malaysia digunakan istilah a/-fjarah thumma al-bai atau AITAB.
Di sebagian Timur Tengah banyak menggunakan istilah a/-ljarah
wa 'igtina atau ljarah bai'al-tajiri. Yang dimaksud dengan ljarah
muntahiya bittamlik adalah sewa-menyewa antara pemilik objek
sewa dengan penyewa untuk mendapat imbalan atas objek sewa
yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik
dengan jual beli atau pemberian (Ahibah) pada saat tertentu sesuai

akad sewa. Dalam IMBT, pemindahan hak milik barang terjadi

% 1bid, 156.
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dengan salah satu dari dua cara sebagai berikut:

Pihak yag menyewakan berjanji akan menghibahkan barang

yang disewakan trsebut pada akhir masa sewa;

Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang

yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.®*

ljarah Multijasa

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-

MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, yang dimaksud

dengan pembiayaan multijasa, yaitu pembiayaan yang diberikan

oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam

memperoleh manfaat atas suatu jasa.

Menurut Fatwa DSN tersebut, ketentuan pembiayaan

multijasa adalah sebagai berikut.

a.

Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan
menggunakan akad [jarah atau kafalah.

Dalam hal LKS menggunakan akad /jarah , maka harus
mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa ljarah .
Dalam hal LKS menggunakan akad kafalah maka harus
mengikuti semua ketentuan yang ada dalam akad kafalah.
Dalam kedua pembiayaan multiasa teresebut, LKS dapat

memperoleh imbalan jasa (ujrah/fee).

% 1bid, 156.
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e. Besar ujrah/fee harus dsepakati di awal dan dinyatakan dalam

bentuknominal bukan dala bentuk presentase.

F. Pembatalan Dan Berakhirnya Sewa-menyewa

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa ([jarah ) merupakan suatu
perjanjian yang lazim dipakai yaitu : suatu akad yang tidak dapat difasakh
secara sepihak. Merupakan suatu akad yang berbentuk pergantian yang saling
membayar dimana masing-masing pihak terkait dalam perjanjian itu tidak
mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian timbal balik.”® Adapun hal-hal
yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa-menyewa adalah disebabkan hal-
hal sebagai berikut:

a. Terjadinya aib pada barang sewaan

Maksudnya, pada barang yang mejadi objek perjanjian sewa-
menyewa ada kerusakan itu akiat kelalaian penyewa sendiri. Misalnya,
penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntuannya. Dalam hal ini,
penyewa dapat minta pembatalan.

b. Rusaknya barang yang disewakan

Barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa mengalami
kerusakan atau musnah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai
dengan yang diperjanjikan, misalnya yang menjadi objek sewa-
menyewa adalah rumah, kemudian rumah yang diperjanjian terbakar.

c. Rusaknya barang yang diuphkan (ma jur ‘alaih)

% Sayyid Sabiq, Figih Sunnah (Bandung: al-Ma’arif, 1995), 198.
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Barang yang menjadi sewa terjadinya hubungan sewa-menyewa
mengalami  kerusakan. Dengan kata musnahnya barang yang
menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan mungkin
terpenuhi lagi. Misalnya A mengupahkan (perjanjian sewa-menyewa
karya) kepada B untuk menjahit celana. Keudian celana itu mengalami
kerusakan, maka perjanjian sewa-menewa itu berakhir dengan
sendirinya.

Terpenuhinya manfaat yang diakadkan

Dalam hal ini, yang dimaksudkan ialah tujuan perjanjian sewa-
menyewa telah tercapai, atau masa peranjian swa-menyewa telah
berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Misalya, perjanjian
sewa-menyewa rumah selama satu tahun. Penyewa telah memanfaatkan
rumah selama satu tahun, maka perjanjian sewa-menyewa tersebut
batal atau berakhir dengan sendirinya. Maksudnya, tidak perlu lagi
diadakan suatu perbuatan hukum untuk memutus hubungan sewa-
menyewa tersebut.

Penganut mazhab Hanafi menambahkannya dengan uzur

Penganut mazhab Hanafi menambahkan bahwa uzur merupakan
salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa,
sekali pun uzur terseut datangnya dari salah satu pihak. Adapun yang
dimaksud dengan uzur di sini adalah adanya suatu hal sehigga
perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestiya.

Misalnya, seorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian
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barang dagangannya musnah terbakar, atau dicuri orang atau bangkrut
sebelum toko itu dipergunakan. Maka penyewa dapat membatalkan

perjanjian sewa-menyewa toko yang telah diadakan sebelumnya.®®

G. Sebab-Sebab Kepemilikan
Hak milik (milkiyah) dapat diperoleh melalui beberapa sebab berikut ini:
1. Ilhraz al-mubahat (penguasaan harta bebas)

Yaitu cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang
belum dikuasai pihak lain. A/-mubahat yaitu harta bebas atau harta tak
bertuan. Misalnya, ikan dilaut, rumput di jalan, hewan dan kayu di hutan,
dan lain sebagainya. Setiap orang berhak menguasai harta benda ini
untuk tujuan dimiliki sebatas kemampuan masing-masing. Dengan
demikian, upaya pemilikan suatu harta melalui a/-mubahat harus
memenuhi dua syarat, yaitu:

a) Tidak ada pihak lain yang mendahului melakukan /hraz al-
mubahat .
b) Penguasa harta tersebut dilakukan untuk tujuan dimiliki.
2. Al-tawallud (anak pinak atau berkembang biak)

Al-tawallud yaitu sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang

lainnya. Prinsip A/-tawallud ini hanya berlaku pada harta benda yang

bersifat produktif, seperti binatang yang dapat bertelur, beranak,

% Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonoomi Islam (Jakarta:Sinar Grafika, 2000),149-150.
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menghasilkan air susu, dan kebun yang menghasilkan bunga dan buah-
buahan. Benda mati yang tidak bersifat produktif seperti rumabh,
perabotan rumah dan uang tidak berlaku prinsip A/-tawallud.
3. Al-khalatiyah (Pengganti)
Al-khalafiyah adalah penggantian seseorang atau sesuatu yang
baru menempati posisi pemilikan yang lama. Dengan demikian A/-
khalafiyah dibedakan menjadi dua, yakni:
a) Penggantian atas seseorang oleh orang lain, misalnya pewarisan.
b) Penggantian benda atas benda yang lainnya, seperti ketika
seseorang merusakkan atau menghilangkan benda orang lain.
4. Al-agd
Akad (Al-agd) adalah pertalian antara 7jab dan gabul sesuai dengan

ketentuan syara’yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad.®’

H. Hikmah Sewa Menyewa
Hikmah dalam persyariatan sewa-menyewa sangatlah besar sekali,

karena didalam sewa-menyewa terdapat unsur saling tukar manfaat antara
manusia yang satu dengan yang lainnya. Karena perbuatan yang dilakukan
oleh satu orang tidaklah sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh dua

orang atau lebih, misalnya apabila persewaan tersebut berbentuk barang,

%7 Ghufron Ajib, Figh Muamalah IT Kontemporer Indonesia (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 56-62.



maka dalam akad persewaan disyaratkan untuk menyebutkan sifat dan
kuantitasnya.

Hikmah adanya akad sewa-menyewa adalah untuk mencegah
terjadinya perselisihan dan permusuhan. Serta terealisasinya tujuan
muamalah yakni saling tolong menolong dalam kehidupan. Tidak boleh
menyewakan suatu barang yang tidak ada kejelasan manfaatnya, yaitu
sebatas perkiraan atau terkaan belaka. Barang kali tanpa diduga barang
tersebut tidak dapat memberikan faedah apapun karena tidak adanya

kepastian.®®

% Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, Indahnya Syari’at Islam (Jakarta: Gema Insani, 2006), cet Ke-1, 488.
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PELAKSANAAN DAN KETENTUAN DALAM SEWA-MENYEWA
LAPAK PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN WISATA MENANGGAL

BAB III

KEC. GAYUNGAN KOTA SURABAYA

A. Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima di Jalan Wisata Menanggal Kec.

Gayungan Kota Surabaya

1.

42

Sejarah Adanya Pedagang Kaki lima Di Jalan Wisata Menanggal Kec. Gayungan

Kota Surabaya.
Pedagang kaki lima yang ada di Jalan Wisata Menanggal Kec.

Gayungan Kota Surabaya merupakan dari perkumpulan yang tidak
disengaja oleh beberapa pedagang motor dan gerobak yang berjumblah
sekitar kurang lebih 8 sampai 9 penjual yang menjual kebutuhan
masyarakat seperti sayur, bauh-buahan dan makanan ringan lainya. Karena
tempat yang strategis dan juga tempat berlalu lalang pejalan kaki maupun
pesepeda motor menjadikan pedagang yang ada ditempat tersebut menjadi
serbuan masyarakat. Oleh karena itu, semkain berjalannya waktu yang
semula pedagang hanya berjumlah 8 sampai 9 semakin bertambah banyak
sehingga dari beberapa orang berinisiatif untuk mengordinir semua
pedagang baik tempat kebersihan maupun penyewaan lapaknya.

Tempat pedagang kaki lima di Jalan Wisata Menanggal Kec.
Gayungan Kota Surabaya yang semula hanya berada di satu sisi sebelah
utara kantor golkar, karena semakin hari semakin banyaknya pedagang

yang berjualan maka saat ini sepanjang Jalan Wisata Menanggal Kec.



Gayungan Kota Surabaya sampai Jalan Kertomenanggal dipenuhi oleh para
pedagang dengan berbagai macam jenis kebutuhan yang diperjual-belikan
karena banyaknya masyarakat yang berminat untuk berdagang, beberapa
orang yang mengkordinir Kawasan tersebut (kepala pasar) menyiapkan
lapak atau lahan untuk disewakan kepada pedagang kaki lima yang
berminat untuk berjualan. Ada beberapa lapak yang telah disiapkan oleh
kepala pasar dengan berbagai macam klasifikasi harga, pedagang bisa
memilih untuk membayar sewa dapat dipilih untuk membayar harian atau
bulanan. Dalam hal ini kepala pasar menentukan untuk harga lapak yang
berada didepan dikenakan sewa Rp. 75.000,00-, per harinya sedangkan
untuk lahan yang berada dibelakang dikenakan sewa Rp. 300.000,00-, per

bulannya.”

. Respon Warga Sekitar, Konsumen, Dan Perangkat Kelurahan.
Warga sekitar adalah warga yang bertempat tinggal disekitar

tempat usaha Pedagang Kaki Lima di Jalan Wisata Menanggal Kec.
Gayungan Kota Surabaya. Awal adanya pedagang di Jalan Wisata
Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya sebagian warga ada yang
tidak setuju dengan adanya pedagang kaki lima dan sebagian lagi ada
yang setuju dengan adanya pedagang kaki lima di kawasan tempat
tinggal mereka. Hal ini sebagaimana disampaiakan oleh Bapak Naiman

selaku tokoh masyarakat disekitar kawasan pedagang kaki lima, dia

% Pak Herlan (Pedagang Nasi Bebek), Wawancara, 18 Desember 2019.
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menjelaskan bahwa pada dasarnya para warga sekitar tidak setuju
dengan adanya kegiatan pedagang kaki lima tersebut, hal ini
dikarenakan mengganggu ketenangan dan keamanan daerah mereka.
Selain itu ke beradaan mereka mengganggu aktifitas sehari- hari, seperti
pergi berangkat menjemput anak-anak sekolah ataupun pulang bekerja.
Keberadaan mereka berdagang yang berada di badan jaln ini membuat
kami ketika mau pergi sulit, badan jalan menjadi sempit disebabkan
oleh dagangan mereka dan konsumen yang akan berbelanja.”

Pak Sutisno salah satu warga sekitar yang kebetulan jarak depan
rumahnya dengan area pedagang kaki lima berjualan menyebutkan
bahwasanyabenar bahwa sebagian warga di kawasan tempat bergadang
pedagang kaki limarisihdengankeberadaanmereka.

Namun beberapa warga juga bependapat bahwa keberadaan
pedagang kaki lima ini menguntung kan bagi warga sekitar, karena
ketika membutuhkan kebutuhan yang masyarakat butuhkan tidak perlu
jauh-jauh membelinya karena terdapat disekitar rumah sendiri. Dengan

syarat tidak mengganggu keluarga mereka.”'

""Naiman (tokoh masyarakat), Wawancara, Wisata Menanggal, 16 Desember 2019.
71Sutisno, Wawancara, Wisata Menanggal, 18 Desember 2019.



B. Praktik Sewa-menyewa Lapak Pedagang di Jalan Wisata Menanggal Kec.
Gayungan Kota Surabaya

1. Latar Belakang Terjadinya Sewa-menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima Di
Jalan Wisata Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya.

Dari informasi dan gambaran umum lokasi dan masyarakat secara
umum itu kemudian penulis mengadakan penelitian secara seksama dan
komprehensif ternyata rasa saling percaya antar sesama pedagang
sangat kuat. Dimana masyarakat sekitar masih sangat kental rasa saling
percayanya dalam aktivitas mereka.

Sementara faktor yang mendorong timbulnya Kerjasama sewa-
menyewa lapak pedagang kaki lima yang ada di Jalan Wisata
Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya ini adalah dimulai dari
adanya rasa keinginan mereka untuk memenuhi dan memanfaatkan
lahan yang berpotensi bagus untuk dijadikan lahan mereka berdagang.
Karena dari segi tempat yang menurut mereka memadahi dan stategis
dan menjadi salah satu Kawasan padat orang pulang dari aktifitas pagi
mereka menjadikan salah satu pertimbangan masyarakat untuk
menggunakan tempat tersebut.”

Dari situlah mereka memulai untuk berdagang dengan fasilitas yang
mereka miliki, hari demi hari semakin banyak masyarakat yang tertarik
untuk ikut berdagang ditempat tersebut. Dengan begitu beberapa orang
berinisiatif untuk menertikan dan membangun beberapak lapak yang

akan disewakan kepada para pedagang dengan harga yang bermacam-

" Ibu Dewi pedagang, wawancara, Wisata Menanggal, 16 Desember 2019.



2.

macam sesuai dengan fasilitas yang ada. Bagi masyarakat dengan
adanya kegiatan sewa-menyewa lapak ini sangat membantu
perekonomian mereka dan kebutuhan dalam rumah tangga mereka serta
menambah pemasukan keuangan. Sedangkan bagi beberapa warga
sekitar sangat terbantu dengan adanya aktifitas pedagang kaki lima ini
karena mereka tidak perlu jauh jauh untuk mencari kebutuhan sandang

pangan papan.

Macam-Macam Lapak Pedagang Yang Disewakan.

Dari data yang telah penulis peroleh, bahwa beberapa ketentuan
lapak pedagang kaki lima yang ada di Jalan Wisata Menanggal Kec.
Gayungan Kota Surabaya ini telah ditentukan oleh pihak pengelola
atau kepala pasar dengan berbagai macam type. Dalam hal ini pasar
memiliki 3 pengelola karena mengetahui begitu luas area pedagang
kaki lima ini berjualan, sistem pasar yang dikordinir oleh 3 kepala pasar
ini dibagi sesuai area yang akan mereka kordinir. Dari tiga tempat ini
yang menjadi penentukan harga sewa lapak yang akan disewa oleh para
pedagang. Macam-macam ketentuan dari lapak yang sudah dibagi oleh
kepala pasar yaitu:”>

1. Lahan pertama yang dikordinir oleh Bapak Andreono di Kawasan
tersebut untuk kebutuhan sandang pangan papan dengan dua

kategori lapak yang disewakan dengan harga yang sudah

7 Tangan kanan Pengelola Pasar, Wawancara, Wisata Menanggal, 23 Desember 2019.
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ditentukan oleh pihak kepala pasar. Untuk Kawasan dipinggir jalan
disewakan dengan harga Rp. 75.000,00-, perhari sedangan yang ada
dikawasan belakang disewakan dengan harga 300.000,00-, per
bulannya.

2. Lahan Kawasan kedua yang bertempat ditengah-tengah di
Kawasan ini untuk beberapa pedagang kopi dengan pedagang
makanan lainnya. Di Kawasan ini untuk lapak kopi dan lahannya
disewakan Rp. 1.000.000,00-, perbulannya.

3. Pada Kawasan terakhir ini terdapat pedagang makana

4. n makanan dan minuman yang dibawah naungan Komando Resor
Militer.

Semua ketentuan yang penulis paparkan diatas sudah ditentukan
oleh pengelola pasar untuk para pedagang taati karna didalam
ketentuan yang sudah pengelola pasar terapkan baik tempat dan harga
semua sudah termasuk dari keamanan kebersihan serta ketertiban. Dari
ketentuan lapak tersebut juga menjelaskan bahwa pedagang dapat
dipindah sewaktu-waktu oleh kepala pasar atau pengelola pasar jika ada

penyewa yang ingin menyewa dengan harga yang lebih tinggi.

. Proses Pembayaran Sewa Lapak Pedagang Kakai Lima Di JalanWisata
Menanggal.

Proses pembayaran yang dilakukan dalam sewa-menyewa lapak

pedagang kaki lima dilakukan setelah proses akad selesai dan
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pembayaran dalam bentuk tunai sudah tuntas. Setelah pembayaran
tunai selesai tidak ada bukti lain lagi semisal bukti tertulis mengenai
harga, kesepakatan kedua bela pihak, dan jangka waktu serta perjanjian
lain yang hanya diucapkan saja tanpa adanya bukti tertulis.”

Setelah itu masing-masing pihak yang mempunyai hak dan
kewajiban diantaranya hak dari pengelola pasar atau kepala pasar
selaku yang mengkoordinir jalannya sewa-menyewa akan memperoleh
bayaran yang disudah dari awal disepakati. Pada saat akad sewa-
menyewa lapak oleh pihak penyewa yang sudah menjadiakewajiban

dari pihak penyewa untuk membayar.

. Transaksi Sewa-menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima di Jalan Wisatsa

Menangal Kec. Gayungan Kota Surabaya.

a. Subjek Sewa-menyewa

Di daerah sekitar Jalan Wisata Menanggal Kec. Gayungan
Kota Surabaya atau di daerah Wisata Menanggal terdapat banyak
masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan berdagang dan
berwirausaha, salah satunya mereka memanfaatkan peluang dagang
yang ada di Jalan Wisatsa Menanggal. Kegiatan perdagangan ini
menjadi aktifitas sehari-hari karena hasil yang mereka peroleh pun
menjanjikan untuk memenuhi kehidupan mereka.

Untuk subjek yang terlibat dalam transaksi akad sewa-

menyewa lapak pedagang kaki lima yang ada di Jalan Wisata

" Ibid,
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Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya Kec. Gayungan Kota
Surabaya:
1. Pihak yang Menyewakan (Mu’ajir)

Beberapa kelompok orang yang mengkordinir berjalannya
lapak para pedagang yang ada di Jalan Wisata Menanggal Kec.
Gayungan Kota Surabaya merekalah yang menjadi pihak yang
menyewakan lapak untuk para pedagang atau istilah lain disebut
Mu’ajir. Dimana tugas meraka untuk mengondisikan segala hal
baik kebersihan, keamanan, ketertiban perdagang yang berjalan di
Jalan Wisata Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya karena
sudah menjadi kewajiban pengelola pasar untuk mengemban
amanah dari para penyewa (Musta jir).

2. Pihak Penyewa (Musta jir)

Pihak penyewa (Musta’jir) merupakan pedagang yang
Sebagian besar berasal dari Kawasan daerah Wisata Menanggal
mereka menyewa lapak tersebut karena selain tempatnya yang
strategis yakni bertempat pada pinggir jalan dan menjadi lalu
Lalang masyarakat Surabaya dan Sidoarjo pulang dari aktifitas
pagi mereka.”

Dari data yang penulis peroleh, banyaknya penyewa adalah
sekitar kurang lebih 200 pedagang atau penyewa. Beberapa

penyewa berasal dari warga sekitar karena mereka mengetahui

7 Pak Herlan (Pedagang Nasi Bebek).................. , 18 Desember 2019.



peluang dan penghasilan yang akan didapatkan sangat

menguntungkan mereka dan dapat membantu untuk memenuhi

kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Tetapi banyak juga

pedagang yang berasal dari luar daecrah Wisata Menanggal.”®

b. Akad Sewa-menyewa

Akad perjanjian sewa-menyewa lapak pedagang kaki lima di

Jalan Wisata Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya dilakukan
oleh pengelola pasar atau kepala pasar selaku pengurus atau
kordinator aktifitas sewa lapak dengan para pedagang kaki lima
secara lisan. Setelah proses perjanjian selesai maka selanjutnya
kewajiban dari penyewa untuk memenuhinya membayar sewa lapak
tersebut dan yang menyewakan mendapatkan haknya yakni lapak
yang telah di sewa. Perjanjian sewa-menyewa ini hanya didasari
dengan saling rela dan saling percaya sehingga tidak ada tanda bukti
hitam di atas putih untuk penguatan perjanjian mereka dengan kata
lain perjanjian yang pengelola pasar dengan pedagang kaki lima
hanya sebatas lisan dan kepercayaan tanpa adanya bukti (tertulis).”’

c. Objek Sewa-menyewa

Objek sewa-menyewa adalah lapak pedagang kaki lima

bertempat di Jalan Wisata Menangal. Penanggung jawab dari
aktifitas pedagang yakni pengelola pasar selaku kordinir atau

pengurus yang mengnangani semua permasalahan yang ada dalam

7% Tangan kanan Pengelola Pasar, Wawancara, Wisata Menanggal, 27 Desember 2019
7 Tangan Kanan Pengelola Pasar........................ 2019.



pasar. Pengelola pasar atau kepala pasar tersebut mengurusi mulai
dari awal perjanjian bila ada orang yang menginginkan menyewa
lapak sampai ketika ada kepentingan yang mengharuskan pedagang
diberhentikan, serta menangani keamanan dan kebersihan serta
ketertiban pedagang kaki lima yang ada di Jalan Wisata Menanggal

Kec. Gayungan Kota Surabaya.78

5. Berakhirnya Sewa-Menyewa Lapak di Jalan Wisata Menanggal Kec.
Gayungan Kota Surabaya.

Ada beberapa faktor penyebab dimana akad sewa-menyewa berakhir
dan berakhirnya suatu perjanjian dalam sewa-menyewa, diantaranya
tenggang waktu yang telah disepakati telah habis waktunya,
meninggalnya salah satu pelaku akad dan rusaknya barang yang
disewakan.”

Masa sewa-menyewa berakhir apabila waktu yang telah ditentukan
atau batas waktu yang ditentukan telah berakhir atau telah habis.
Jangka waktu sewa-menyewa demikian ditentukan dengan kesepakatan

dua belah pihak.

6. Cara Pengolahan Sewa -Menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima Di Jalan
Wisata Menangal Kec. Gayungan Kota Surabaya.

Setelah penyewa melaksanakan kewajibannya dengan membayar
uang sewa kepada kepala pasar atau pengelola pasar maka setelah itu

tuntas penyewa akan mendapatkan haknya yaitu berupa lapak yang

® Bapak (Pedagang Setempat), Wawancara, 18 Desember 2019.
" Abu Azam Al-Hadi, Figh Muamalah Kontemporer (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 76.



sudah penyewa sepakati dari awal karena banyak jenis dan bermacam
harga yang kepala pasar tawarkan kepada penyewa.™

Pedagang mendapatkan tempat berjualan yang terdiri dari tenda
bongkar pasang, sehingga Ketika aktifitas jual beli sudah selesai maka
tempat dapat dibersihkan dan dibangun lagi saat jam buka sudah mulai,
sehingga dapat difungsikan untuk jalanan umum. Waktu pemasangan
untuk berjualan dimulai pukul 17.00 WIB atau 18.00 sedangkan untuk
jam selesai jual beli kondisional dengan batsan waktu maxsimal jam
02.00 WIB.*' Setelah lebih dari jam itu semua peralatan berjualan harus
sudah bersih begitu juga barang-barang para pedagang bekas aktifitas
berdagang harus dibersihkan.

Sebab yang mereka gunakan untuk berjualan merupakan fasilitas

umum yakni jalanan umum yang ada di pinggiran jalan raya Wisata

Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya.

% Tangan Kanan Pengelola Pasar,..................
81 Naiman (tokoh masyarakat),............c.cccooveerrrrrerrrrnrnnnss
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BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA-
MENYEWA LAPAK DIJALAN WISATA MENANGGAL KEC.
GAYUNGAN KOTA SURABAYA

Pada bab III telah peneliti paparkan tentang ketentuan dan pelaksanaan
sewa-menyewa lapak pedagang kaki lima di Jalan Wisata Menanggal Kec.
Gayungan Kota Surabaya, setelah semua proses dijelaskan oleh penulis maka pada

bab IV ini penulis akan menjelaskan atau menganalisis.

A. Analisis Praktik Sewa-menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima di Jalan Wisata
Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya.

Macam-macam ketentuan dari lapak yang sudah dibagi oleh kepala pasar

yaitu:

1. Lahan pertama yang dikordinir oleh Bapak Andreono di Kawasan
tersebut untuk kebutuhan sandang pangan papan dengan dua kategori
lapak yang disewakan dengan harga yang sudah ditentukan oleh pihak
kepala pasar. Untuk Kawasan dipinggir jalan disewakan dengan harga
Rp. 75.000,00-, perhari sedangan yang ada dikawasan belakang
disewakan dengan harga 300.000,00-, per bulannya.

2. Lahan Kawasan kedua yang bertempat ditengah-tengah di Kawasan ini
untuk beberapa pedagang kopi dengan pedagang makanan lainnya. Di
Kawasan ini untuk lapak kopi dan lahannya disewakan Rp.

1.000.000,00-, perbulannya.
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3. Pada Kawasan terakhir ini terdapat pedagang makanan makanan dan
minuman yang dibawah naungan Komando Resor Militer.

Semua ketentuan yang penulis paparkan diatas sudah ditentukan
oleh pengelola pasar untuk para pedagang taati karna didalam
ketentuan yang sudah pengelola pasar terapkan baik tempat dan harga
semua sudah termasuk dari keamanan kebersihan serta ketertiban. Dari
ketentuan lapak tersebut juga menjelaskan bahwa pedagang dapat
dipindah sewaktu-waktu oleh kepala pasar atau pengelola pasar jika ada
penyewa yang ingin menyewa dengan harga yang lebih tinggi.

Dalam hukum Islam akad /Zjarah merupakan suatu akad untuk
mengambil manfaaat dengan jalan penggantian. Terkadang suatu
manfaat itu berbentuk manfaat dari suatu barang, seperti menyewa
lahan atau tanah untuk dijadikan berdagang, dan menyewakan rumah
untuk ditempati, mobil untuk dikendarai dan bisa juga pekerjaan dan

. . 2
lain sebagainya.®

B. Analisis Teori [jarah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Di Jalan Wisata Menanggal
Kec. Gayungan Kota Surabaya
Dalam melakukan praktik sewa-menyewa juga terdapat rukun dan syarat

agar akad sewa-menyewa tersebut dapat dikatakan sah dan tidak sah serta
tidak ada pihak yang dirugikan dalam berakad. Berikut analisis peneliti sah
atau tidaknya perjanjian yang ada dilapangan baik dari segi terpenuhinya atau

tidak rukun dan syarat dalam akad sewa-menyewa:

%*Barmawie Umary, Figih Ibadat Muamalah dan Munakahat (Solo: CV. Ramadhani, 1986), 236.



Analisis peneliti pada rukun akad sewa-menyewa (/jarah) dengan dipadukan
pada kondisi yang ada di Jalan Wisata Menanggal,yakni:
1. Agiddain (dua orang yang berakad)
a. Mu’ajir (orang/pihak yang menyewakan)

Di jalan Wisata Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabya ini
sudah berjalan lama transaksi sewa-menyewa lapak yang digunakan
pedagang untuk mendagangkan dagangan mereka dimana lapak yang
pedagang sewa tersebut mereka peroleh dari pengelola pasar, dengan
perjanjian dan kesepakan yang pedagang dan pengelola pasar
lakukan ketentuan-ketentuan yang wajib mereka penuhi. Dalam hal
ini yang menjadi pihak yang menyewakan adalah pengelola pasar,
karena lapak yang diperoleh pedagang yakni dari pihak pengelola
pasar yang telah menyewakannya.

b. Musta jir (orang/pihak yang menyewa)

Tidak jauh berbeda juga dengan semua ketentuan yang sudah
peneliti jelaskan pada point diatas bahwa mulanya transaksi di Jalan
Wisata Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabya terjadi ketika
adanya seseorang yang ingin berdagang namum tidak memiliki lapak
untuk berdagang, maka dari pihak pengelola pasar menyediakan
fasilitas yang dapat pedagang sewa namun dengan beberapa
ketentuan yang harus pedagang penuhi juga. Dengan demikian dapat

kita ketahui bahwa pedagang yang ada di Jalan Wisata Menanggal



Kec. Gayungan Kota Surabya ini dapat dikatakan sebagai pihak

yang menyewa.

Dua orang yang berakad, menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah
disyaratkan telah balig dan berakal. Dapat kita ketahui bahwa bisa
dikatakan baligh apabila seseorang yang telah sampai pada masa
pemberian beban hukum syariat untuk diamalkan. Dari sinilah
kemudian timbul istilah yang disebut aqil baliigh, yaitu seseorang yang
telah sampai pada masa baligh dan memiliki akal sehat. Penjelasan
tersebut sedikit banyak menjelaskan keadaan orang-orang yang
melakukan kesepakatan sewa-menyewa lapak dimana pihak penyewa
(pedagang) atau pihak yang menyewakan (pengelola pasar) sudah baligh
karena kedua belah pihak sudah berada dimasa dimana mereka sampai
pada masa pemberian beban hukum syariat karena kedua belah pihak
skitar berumur 28 Tahun keatas, dan juga mereka dapat dikatakan
berakal karena mereka memiliki akal yang sehat.

Dalam istilah lain orang yang melakukan akad sewa-menyewa
disebut dengan mu’ajir dan musta’jir. Mu’ajir adalah mereka yang
menyewakan sesuatu sedangkan musta’jir adalah mereka yang
menyewa baik barang atau jasa.*

Dari semua penjelasan secara teori dan kenyataan yang ada di

lapangan pada rukun pertama dalam akad /jarah sudah sesuai dan tidak

%Hendi Suhendi, Figih Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 117
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ada ketidaksamaan dalam prakteknya, jadi untuk rukun pertama ini
dapat dikatakan sah.
Sighat (ijab dan gabul)
Pada praktiknya yang ada di Jalan Wisata Menanggal Kec.
Gayungan Kota Surabaya, sighat antara penyewa dan yang
menyewakan dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tulisan hitam
diatas putih, mereka hanya menggunakan dasaran saling percayaan satu
sama lain dengan harapan mereka mendapatkan apa yang sudah menjadi
hak mereka karena mereka (pedagang kaki lima) sudah memenuhi
kewajibannya untuk membayar. Sighat yaitu suatu ungkapan para
pihak yang melakukan akad berupa ijab dan gqabul, ijab adalah
permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu orang yang berakad
sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad /Zjarah.
Sedangkan qabul adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak
yang berakad pula (musta’jir) untuk menerima kehendak dari pihak
pertama.84
Namun seiring dengan berjalannya waktu ada beberapa pedagang
yang mengalami penggusuran lapak oleh para pengelola pasar karena
ada penyewa yang akan menggunakan lapak itu dengan tawaran harga
lebih tinggi yang ditawarkan kepada kepala pasar atau pengelola pasar,
sedangkan pihak pertama sudah membayar masa sewa penuh sebulan

dan jangka sewa mereka belum sampai satu bulan, dimana pihak

%Rahmat Syafi’l, Figih Muamalah (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2001), 125.
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pertama sudah membayar sebesar Rp. 300.000.,- kepada pengelola pasar
untuk satu bulan kedepan namun belum habis masa sewa dari pihak
pertama ini pengelola pasar mendapat penawaran dari pihak lain (pihak
ketiga) untuk menggunakan lapak dari pihak pertama dengan tawaran
harga Rp. 1.000.000.,- perbulannya. Tanpa sepengetahuan dari pihak
pertama pengelola pasar ini memindahkan lahan pihak pertama ke blok
lainnya dengan catatan pihak pertama membayar lagi sewa lapak sesuai
dengan ketentuan dari blok tersebut. karena demi ketertiban pihak
pertama mengabulkan perintah kepala pasar untuk pindah lapak ke blok
1 yang awalnya pedagang tersebut berada di blok 2.

Dalam menyatakan kerelaan Ketika berakad pihak yang berkaitan
tidak boleh dalam keadaan terpaksa, harus berakal tidak gila, harus
baligh dan harus benar-benar adanya keridhaan tidak ada unsur
pemaksaan sedikitpun. Adapun juga akad Jjarah yang sudah disepakati
kedua belah pihak baik musta’jir ataupun mu’ajir tidak dapat
dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga.®

Dapat disimpulkan aktivitas sewa-menyewa yang terjadi di Jalan
Wisata Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya ini tidak sesuai
dengan rukun kedua dari akad sewa-menyewa (/jarah) dimana pengelola
pasar melanggar kesepakatan yang telah mereka setujui diawal
perjanjian, dan juga jangka waktu yang semula diawal perjanjian

disepakati selama satu bulan pada kenyataannya salah satu pihak

SPPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Depok: Prenadamedia Group, 2017), 87.
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menghentikan perjanjian sebelum waktunya dan hal tersebut sangat
merugikan salah satu pihak. Maka dapat dikatan aktifitas yang ada di
Jalan Wisata Menanggal Kec. Gayungan ini tidak sesuai dengan syariat
islam dan tidak diperbolehkan untuk diterapkan dalam perjanjian.
Ujrah atau Upah

Adanya suatu kesepakatan atau perjanjian pasti tidak luput dari
istilah upah mengupah, begitupun dengan transaksi yang berada di Jalan
Wisata Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya ujrah atau upah harus
berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang maupun jasa yang tidak
bertentangan dengan kebiasaan yang dilakukan. Ujrah, disyaratkan
diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa
atau dalam upah-mengupah.®

Di Jalan Wisata Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya ujrah
dilakukan oleh para pedagang kaki lima kepada kepala pasar atau
pengelola pasar pembayaran sesuai kesepatan yang mercka buat diawal
akad karena ada yang pembayaran bulanan atau harian dan itu dibayar
secara rutin. Dari pengelola pasar juga memiliki petugas yang dimana
dia bertugas untuk menariki uvang sewa, kebersihan dan keamanan.
Dengan sepengetahuan kedua belah pihak jumblah kkesepakatan berapa
yang akan diberikan kepada pengelola pasar, contohnya untuk sewa
harian dengan harga Rp. 75.000.,- sedangkan untuk bulanan ada yang

Rp. 300.000.,- ada juga yang Rp. 1.000.000.,- jumlah tersebut sudah

%Nasroen Haroen, Figih Muamalah (Jakarta: Raden Jaya Pratama, 2000), 232-235.
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atas sepengetahuan kedua belah pihak. Biaya sewa tersebut

diberlakukan kepada seluruh pedagang tanpa terkecuali.

Dengan terperincinya akad yang sudah dilakukan antara pengelola
pasar dengan pedagang dimana kedua belah pihak mengetahui jumlah
yang akan diujrahkan dan juga tidak bertentangan dengan kebiasaan
yang dilakukan maka rukun ketiga dari akad sewa-menyewa ini dapat
dikatan sah dan boleh dilakukan dimasyarakat karna sesuai dengan
syariat islam.

Objek
Objek yaitu suatu dari bagian yang disewakan atau pekerja yang

akan dikerjakan. Objek dalam sewa-menyewa harus dimanfaatkan

secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari, jika
manfaat tidak jelas maka akad itu tidak sah."’

Hal yang berhubungan dengan objek /jarah , sebagai berikut:

a. Objek Jjarah itu sesuatu yang bisa disewakan dan dihalalkan oleh
syara’ serta manfaatnya harus diketahui. Apabila obyek akad atau
manfaat dari obyek tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan
maka akad Zjarah tidak sah.

b. Objek yang disewakan harus terhindar dari cacat.

c. Objek fjarah itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung.

"Helmi Karim, Figih Muamalah (Jakarta: PT: Grafindi Persada, 2003), 36.
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d. Hendaknya dimiliki oleh orang yang menyewakan atau diijinkan
untuk disewakan.™

Dalam nyatanya praktik yang ada di Jalan Wisata Menanggal Kec.
Gayungan Kota Surabaya ini dimana pedagang yang menyewa lapak
(objek) untuk digunakan berdagang kepada kepala pasar atau pengelola
pasar merasa dirugikan dengan adanya pemindahan lapak dagang yang
secara tiba-tiba dan belum jatuh tempo pembayaran selesai. Dengan
kejadian ini maka salah satu dari dua orang yang berakad merasa
dirugikan dan menimbulkan perselisihan.

Jadi praktik sewa-menyewa yang ada di Jalan Wisata Menanggal
Kec. Gayungan Kota Surabaya ini dapat dikatan tidak sah, karena salah
satu rukun sewa-menyewa tidak terpenuhi yaitu kepemilikan objek yang
disewakan tidak adanya kejelasan sighat, dimana pihak pengelola pasar
atau kepala pasar sudah jelas jelas menyewakan lapak kepada pihak
pertama dengan harga sesuai kesepakatan namun di lain hari pihak
pengelola pasar atau kepala pasar membeikan lapak tersebut kepada
pihak ketiga dimana pihak ketiga berani menawarkan harga yang lebih
tinggi dari pihak pertama untuk menyewa lapak tersebut, dari situ
pengelola pasar memberikan lapaknya kepada pihak ketiga dan
memindahkan pedagang pihak pertama keblok 1 yang awalnya berada di

blok 2.

¥Nurul Mukhlisin, et al., /ntisari Fiqih Islami (Surabaya: Pustaka La Raiba Bima Amanta, 2007), 162.
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Setelah tuntas kita bahas tentang rukun pada akad sewa-menyewa (/jarah)
maka tidak lengkap jika tidak membahas syarat sahnya dari akad sewa-
menyewa (/ljarah), berikut beberapa syarat sahnya akad sewa-menyewa (/jarah)
dan analisisnya:

Sahnya perjanjian sewa-menyewa (/jarah) harus syarat-syarat sebagai
berikut, namun sebelum pada syarat-syarat akad sewa-menyewa ([jarah)
adapun unsur yang penting dan wajib untuk diketahui yaitu kedua belah pihak
harus cakap bertindak dalam Hukum Islam, yaitu mempunyai kemampuan
dapat membedakan yang baik dan yang buruk (baligh). Kembali pada beberapa
syarat sahnya akad sewa-menyewa (/jarah), yakni sebagai berikut:

1. Tidak adanya unsur pemaksaan dalam pelaksanaan akad berlangsung,
kedua belah pihak harus saling rela melakukan perjanjian. Sesuai
dengan yang ada di lapangan dimana pengelola pasar dengan pedagang
melakukan perjanjian sewa-menyewa dalam istilah islam disebut akad
ljarah dengan keadaan sama-sama sadar dan rela sehingga tidak adanya
unsur pemaksaan.

2. Kejelasan mengenai objek, objek yang akad disewakan dapat langsung
disaksikan oleh penyewa, lama berlangsungnya masa sewa serta besar
uang yang akan dibayar oleh penyewa harus dijelaskan di awal. Di
syarat ini yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak dimana pihak
pengelola pasar selaku pihak yang menyewakan (Ma jur) menghentikan
perjanjian dimana awal kesepakatan lapak disewa dengan harga Rp.

300.000.,- selama satu bulan, namun belum habis masa sewa pihak
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pengelola pasar menerima tawaran dari pedagang lain dengan harga
Rp.1.000.000.,- dan pengelola pasar menyewakan lapak tersebut dengan
alasan mendapat tawaran lebih tinggi. Hal tersebut jelas tidak
diperbolehkan dalam syariat Islam.

Objek yang menjadi sewa-menyewa (/jarah) dapat digunakan sesuai
dengan peruntukannya, kegunaan dan manfaat dari objek yang
disewakan harus jelas dandapat digunakan oleh penyewa sesuai dengan
peruntukannya. Yang menjadi objek dalam sewa-menyewa yang ada di
Jalan Wisata Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya yaitu lahan
lapak, objek tersebut digunakan oleh para pedagang sesuai dengan
peruntukkannya. Jadi dapat dikatakan sah karena objek jelas dan dapat
dimanfaatkan sesuai dengan kegunaannya.

Objek sewa-menyewa dapat diserahkan, maksudnya barang yang
diperjanjikan dalam sewa-menyewa dapat diserahkan sesuai
denganyang diperjanjikan. Seperti halnya lapak yang sudah pedagang
sewa dari pengelola pasar, lapak tersebut diberikan kepada pedagang
setelah melakukan perjanjian atau kesepakatan terlebih dahulu.
Kemanfaatan objek yang disewakan atau diperjanjikan adalah yang
diperbolehkan oleh agama, perjanjian sewa-menyewa barang yang
kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh hukum agama tidak sah
hukumnya dan wajib untuk ditinggalkan. Dalam hal ini lapak yang

disewakan oleh pengelola pasar kepada pedagang guna memfasilitasi
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pedagang dalam melakukan transaksi jual beli sangat diperbolehkan
oleh agama.

Jadi meskipun banyak syarat dan rukun yang sesuai dengan syariat Islam
namun ada beberapa rukun dan satu syarat yang tidak dapat dipenuhi dalam
transaksi sewa-menyewa lapak yang dilakukan oleh pedagang dan pengelola
pasar di Jalan Wisata Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya, maka dengan
tidak terpenuhinya rukun dan syarat sewa-menyewa yang berada di Jalan
Wisata Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya tersebut dikatakan batal

atau tidak sah.
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BAB YV
PENUTUP

A. KESIMPULAN
1) Dari seluruh pembahasan yang telah peneliti jelaskan dalam bab ke bab

sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa lapak
pedagang yang berada di Jalan Wisata Menanggal Kec. Gayungan Kota
Surabaya dimana mereka memanfaatkan tempat yang menurut mereka
strategis untuk berdagang. Berawal dari kegiatan beberapa pedagang yang
berjualan ditempat tersebut, dengan berjalannya waktu semakin banyak
warga yang berminat untuk berdagang ditempat tersebut. Akhirnya dibagi
menjadi tiga blok karena banyaknya pedagang dan diterapkan pembayaran
uang sewa kepada kepala pasar selaku pengelola pasar sebesar
Rp.1.000.000-,00 dan Rp. 300.000-, perbulan serta ada juga Rp. 75.000-,
per hari. Setelah pembayaran selesai tidak adanya bukti tertulis sebagai
penguat perjanjian hanya ada perjajian lisan. Dengan begitu pengelola
pasar bebas memindahkan pedagang dari blok satu ke blok lainnya tanpa
memperdulikan jangka waktu pembayaran yang sudah dibayar oleh
penyewa, dengan alasan pengelola pasar mendapatkan penyewa lain
dengan harga sewa yang lebih tinggi. Para pedagang beraktifitas dari pukul
17.00-02.00 WIB. Di luar jam tersebut pedagang wajib membersihkan
lapaknya karena jalan akan digunakan untuk peseda motor dan mobil yang

berlalu lalang.



2) Dalam segi pandang hukum Islam terhadap ketentuan dan pelaksanaan
sewa-menyewa lapak pedagang kaki lima yang ada di Jalan Wisata
Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya, menyimpulkan bahwa akad
yang dilakukan dapat dikatakan batal, karena dalam pelaksanaan akad
sipengelola pasar atau pihak yang menyewakan telah menyewakan lapak ke
pihak ketiga dengan alasan harga sewa yang ditawarkan oleh pihak ketiga

lebih tinggi dan tanpa sepengetahuan dari pihak pertama.

B. SARAN

1))

2)

Sebaiknya para pengelola pasar memperjelasakad dengan para penyewa dan
lebih  konsistendengan akad yang sudah disepakati diawal. Tidak
menimbulkan kerugianpada salah satu pihak. Pihak pengelola pasar jika
hendak ingin memindah pedagang maka setidaknya dengan sepengetahuan
pihak pertama sehingga tidak menyebabkan salah satu pihak mengalami
kerugian.

Sebaiknya dari pihak kepala pasar segera merundingan perizinan penggunaan
lapak dengan pihak terkait, sehingga baik pedagang dan pengelola pasar tidak
resah jika suatu saat ada razia. Dan juga aktifitas dari para pedagang tidak
mengganggu para pengguna jalan dan tidak membahayakan para pengguna

jalan.
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